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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  disampaikan  maka  dapat  

ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis menyatakan bahwa sifat delik dari pidana 

merek adalah delik aduan. Delik aduan pada merek ini 

menunjukan bahwa pemilik merek harus aktif untuk melakukan 

aduan atau laporan pada setiap pelanggaran merek. Aduan atau 

laporan dari pemilik merek merupakan aspek yang penting untuk 

menekan peredaran barang palsu pada masyarakat. Aduan atau 

laporan dari pemilik merek merupakan aspek yang penting untuk 

menekan peredaran barang palsu pada masyarakat. Pengaduan 

atau laporan dari pemilik merek kepada aparat penegak hukum 

bersifat mutlak. Aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebabkan 

peredaran barang palsu pada masyarakat masih tetap ada dan 

susah untuk di kendalikan, Aparat penegak hukum tidak diberikan 

kewenagan untuk melakukan tindakan hukum kepada pelaku 

pelanggaran merek sebelum pemilik merek melakukan laporan 

atau aduan.  
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2. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk 

mencengah pemalsuan barang yang dibantu oleh Kementerian 

Perdagangan sebagai lembaga yang mengawasi perdagangan 

barang pada masyarakat adalah dengan merumuskan dan 

menetapkan berbagai kebijakan baik mengenai standarisasi 

barang dan jasa maupun pengawasan peredaran barang dipasar, 

Kementerian Perdagangan juga melakukan pemeriksaan secara 

berkala pada semua barang yang beredar sehingga semua 

peredaran barang sesuai standar pemerintah. 

Pemilik Merek dalam mencengah peredaran barang palsu adalah 

bertindak aktif untuk melakukan laporan atau aduan kepada 

aparat penegak hukum tanpa mempertimbangkan hal tersebut 

akan menguntungkan bagi pemilik merek dan bagi produk 

barangnya. Pemilik merek melakukan laporan dengan tujuan 

utama yaitu untuk keselamatan dan keamanan masyarat sebagai 

konsumen suatu produk barang. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas diungkapkan saran mengenai : 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis bahwa sifat delik dari  pidana  merek  merupakan  delik  

aduan. Aduan dan laporan dilakukan oleh pemilik merek kepada 

aparat penegak hukum. Aduan atau laporan dari pemilik merek ini 
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sangat penting untuk menekan pelangaran merek. Pemilik merek 

harus aktif untuk melakukan pengawasan pada barang produksinya. 

Pemilik merek melakukan kerja sama baik kepada Lembaga 

Kementerian Perdagangan, Aparatur Penegak Hukum maupun 

kepada masyarakat. Aparat penegak hukum diberikan kewenangan 

untuk melakukan tindakan hukum dalam tindak pidana merek 

sehingga peredaran barang palsu dapat dikendalikan. 

2. Pemerintah Indonesia dibantu oleh Lembaga Kementerian 

Perdagangan harus bersikap konsisten pada kebijakan yang telah 

dirumuskan dan ditetapkan. Setiap kebijakan harus dijalankan secapa 

optimal untuk mencengah peredaran barang palsu pada masyarakat. 

Masyarakat pun harus menjadi konsumen yang cerdas dalam 

memilih barang. Artinya kualitas dari suatu produk itu perlu 

diperhatikan untuk menjaga keamanan dari masyarakat sendiri. 

Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemilik merek 

untuk mencengah peredaran barang palsu pada masyarakat. 

Pemerintah lebih selektif dan ketat dalam pendaftaran merek, 

pengalihan merek, pembatalan merek dan penghapusan merek. 

Pemilik merek dapat bekerja sama dengan pemerintah atau aparatur 

penegak hukum untuk melakukan pengawasan secara berkala untuk 

menekan peredaran barang palsu dan mencegah makin bertambanya 

barang palsu dimasyarakat. Pemerintah dan Pemelik merek dapat 

lebih tegas dalam mencengah peredaran barang palsu pada 
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masyarakat dengan mengadakan alat yang dapat mendeteksi apakah 

barang yang digunakan pada seseorang itu palsu atau tidak. 

masyarakat akan menggunakan produk asli dan original sehingga 

peredaran barang palsu menjadi tidak ada. Dampak dari alat 

pendeteksi barang palsu itupun akan dirasakan oleh pengusaha lokal 

dalam negeri, sehingga produk dalam negeri lebih dihargai oleh 

masyarakat Indonesia sendiri dan tercipta persaingan yang sehat di 

era globalisasi yang bebas ini. 
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